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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Implikasi tugas satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota dalam penanganan 

kecelakaan  lalu lintas sebagai wujud penegakan hukum di wilayah Kota 

Gorontalo, yaitu dengan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang 

dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Gorontalo Kota dilaksanakan 

dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, namun sering kali dalam penyelesainnya melalui jalur mediasi 

dengan mengedepankan keadilan restoratif. Permasalahan yang 

mempengaruhi saat ini yaitu bahwa jumlah personil khususnya penyidik 

belum dapat mengimbangi jumlah kasus yang ditangani, selain itu ada 

beberapa faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, di 

antaranya : (1) faktor manusia; (2) faktor kendaraan; dan (3) faktor jalan dan 

lingkungan. 

2. Adapun bentuk penanganan pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota 

yang memenuhi rasa keadilan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian 

perkara berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) didasarkan pada 

musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk 

mencapai sebuah kesepakatan. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif 

untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, namun pelaksanaan 

keadilan restoratif harus menjunjung tinggi nilai keseimbangan, 

keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, 
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persaudaraan, dan kekelurgaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam pancasila. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu 

lintas di Polres Gorontalo Kota seringkali dilakukan dengan cara-cara yang 

melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang 

dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. 

5.2 Saran  

1. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara 

terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, 

komisi yudisial dan advokat. Di samping itu bahwa pelaksanaan atau 

implementasi konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus 

diaplikasikan dalam struktural, subtansial dan kultural sistem peradilan 

pidana terpadu Indonesia. Hal in menjadi penting mengingat apabila salah 

satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan 

keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat 

terlaksana. 

2. Polres Gorontalo Kota sangat diharapkan dalam menegakkan hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menegakkan hukum yang tepat agar 

dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pengguna jalan, 

penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dikala penegak 

hukumnya dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan dapat 

memberikan kemanfaatan secara bersama untuk pihak yang terlibat.  
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3. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan 

dan evaluasi infrastruktur jalan, sebagaimana yang menjadi salah satu faktor 

penyebab kecelakaan lalu lintas berupa keadaan fisik jalan dan lingkungan 

sekitar, termasuk penempatan rambu-rambu lalu lintas pada dinas terkait.  

4. Masyarakat sebagai salah satu faktor yang terlibat dalam kasus kecelakaan 

berlalu lintas, maka sudah sewajarnya harus tetap memperhatikan rambu-

rambu berlalu lintas termasuk kelengkapan surat berkendara, 

mengutamakan  keselamatan dalam berkendara baik dari kesehatan fisik, 

dan keadaan kendaraan yang digunakan. Selain itu, ketika masyarakat lebih 

mengedepankan penyelesaian perkara pidana berlalu lintas berdasarkan 

pelaksanaan restorative justice, maka poin utama yang harus dikedepankan 

adalah sikap bekerjasama untuk mencapai nilai-nilai keadilan yang 

diharapkan.  
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